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PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  59/M-IND/PER/5/2010 

TENTANG 
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan industri kendaraan 
bermotor dan komponen kendaraan bermotor yang 
memiliki daya saing global dan peningkatan investasi 
bidang industri dimaksud perlu mengatur pola 
pengembangan industri kendaraan bermotor dan 
penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan 
nasional di bidang industri kendaraan bermotor; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu dikeluarkan Peraturan 
Menteri Perindustrian;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
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Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan 
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1998 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3733); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang 
Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara; 

8.  Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
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serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu II Periode Tahun 2009-2014; 

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-
IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Perindustrian; 

11.  Peraturan    Menteri   Perindustrian   Nomor  41/M-
IND/PER/6/2008  tentang  Ketentuan dan Tata  Cara  
Pemberian  Izin  Usaha  Industri, Izin Perluasan dan 
Tanda Daftar Industri; 

12. Peraturan   Menteri  Keuangan  Nomor 110/PMK.010/ 
2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan 
Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor 
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor   88/ 
PMK.011/ 2010.   
  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih adalah kendaraan bermotor 

sebagaimana dimaksud dalam Sub Pos 8701.20, Pos 8702, 8703, 8704 dan 
8705. 

2. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga adalah kendaraan bermotor 
sebagaimana dimaksud dalam Pos 8711. 

3. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (Completely 
Knocked Down/CKD) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan 
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terbongkar menjadi bagian-bagian termasuk perlengkapannya yang 
memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang bersangkutan. 

4. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompetely 
Knocked Down/IKD) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar 
menjadi bagian-bagian yang tidak lengkap dan tidak memiliki sifat utama 
kendaraan bermotor yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pos 
9801. 

5. Komponen kendaraan bermotor adalah bagian kendaraan bermotor yang 
diperlukan untuk memfungsikan kendaraan bermotor. 

6. Komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap adalah 
komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar menjadi beberapa 
sub-komponen dan tidak memiliki sifat utama komponen yang bersangkutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pos 9802. 

7. Sedan adalah kendaraan bermotor dengan ciri memiliki 3 (tiga) ruang 
(boxes) yang terdiri dari ruang engine, ruang penumpang dan ruang bagasi 
yang masing-masing ruang tersekat secara permanen dalam satu kesatuan 
dengan tempat duduk tidak lebih dari 2 baris.  

8. Bus adalah kendaraan bermotor angkutan penumpang lebih dari 10 
(sepuluh) orang sebagaimana dimaksud dalam Pos 8702. 

9. Kendaraan angkutan barang adalah kendaraan bermotor angkutan barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pos 8704. 

10. Bahan baku adalah bahan yang dapat digunakan dan atau diperlukan untuk 
pembuatan berbagai jenis komponen kendaraan bermotor dengan spesifikasi 
teknis dan atau ukuran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan komponen 
yang akan dibuat. 

11. Industri kendaraan bermotor khusus adalah kegiatan membuat dan atau 
memasang peralatan khusus pada kendaraan sehingga menjadi kendaraan 
sebagaimana dimaksud pada Pos 8705. 

12. Perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor adalah perusahaan 
industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia serta memiliki Izin 
Usaha Industri untuk merakit/memproduksi kendaraan bermotor. 

13. Perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor Khusus adalah 
perusahaan industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia serta 
memiliki Izin Usaha Industri untuk merakit/memproduksi kendaraan 
bermotor khusus. 
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14. Perusahaan Industri Komponen adalah perusahaan industri yang didirikan 
dan beroperasi di Indonesia serta memiliki Izin Usaha Industri untuk 
merakit/memproduksi komponen kendaraan bermotor. 

15. Menteri adalah Menteri yang membidangi perindustrian.  
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas, fungsi 

dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri kendaraan bermotor. 
BAB II 

PENGEMBANGAN INDUSTRI 
Bagian Pertama 

Industri Perakitan Kendaraan Bermotor 
Pasal 2 

Perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor wajib memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
a.  memiliki Izin Usaha Industri; 
b.  sekurang-kurangnya melakukan kegiatan pengelasan/penyambungan, 

pengecatan, perakitan komponen utama kendaraan bermotor sehingga 
menjadi unit kendaraan yang utuh serta melakukan pengujian dan 
pengendalian mutu; 

c.  memiliki perjanjian merek dengan prinsipal atau merek terdaftar pada 
Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI); dan 

d.  memiliki kode perusahaan dalam rangka kesiapan penerapan Nomor 
Identifikasi Kendaraan (NIK).  

Pasal 3 
Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan 
Industri Perakitan Kendaraan Bermotor dapat: 
a. melakukan sendiri dengan sarana dan  prasarana yang dimiliki; dan atau  
b. mensubkontrakan kepada pihak lain apabila perusahaan yang bersangkutan 

tidak memiliki sarana atau prasarana sendiri dengan ketentuan: 
1. masa kontrak minimal selama 3 (tiga) tahun; dan 
2. kendaraan bermotor hasil rakitan dikembalikan kepada Perusahaan 

Industri Perakitan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.        
Bagian Kedua 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

